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Terseret Kasus DD Maryono Resmi diBerhentikan

BENTENG - Setelah me-

Jlalui proses hukum yang

cukup panjang lantaran
tersandung kasus korupsi
Dana Desa (DD), Kepala
Desa (Kades) non aktif Desa
Dusun Baru II Kecamatan
Karang Tinggi, Maryono
akhirnya resmi diberhen-
tikan. Posisinya digantikan
oleh Aparatur Sipil Negara
(ASN) yang ditunjuk secara
resmioleh Pemkab Benteng.
Hal ini dilakukan setelah
Pemkab Benteng menerima
salinan putusan tetap atas
proses hukum yang ber-
sangkutan.

Camat Karang Tinggi,
Ferry Aprianto, S.Sos men-
gatakan, upaya tersebut di-
lakukan guna menghindari
adanya kekosongan jabatan
Kades yang seyogyanya se-
bagai penggerak birokrasi
pemerintahan desa. “Yang
bersangkutan telah divonis
selama 2 tahun kurungan
penjara,” jelasnya, kemarin
(28/1).

Disampaikannya, hal ini
juga sudah dilaporkan ke-
pada Bupati Benteng, Dr,
H. Ferry Ramli, SH, MH.
Menindaklanjuti laporan
yang disampaikan, juga

sudah diterbitkannya SK
Bupati, untuk penunjukan
Pjs. Kades menggantikan
Mai;}(ono sampai dengan
ada lya Kades definitif yang
dlplt h melalui Musyawarah
Desg (Musdes). “Dengan

ikian, Maryono sudah
t:d;"lg lagi menjabat sebagai
Kades," ujarnya.

Dedy Cahyadi dilantik dan :

resmi menjabat sebagai
Pjs. I'Kades Dusun Baru II,
kemarin (28/1). Ferry men-
gatakan, Dedy akan men-

jalankan tugas selama enam .

bulan ke depan. Terutama
meLakukan proses Musy-

awarah Desa (Musdes) Per-
gantian Antar Waktu (PAW).
“Sesuai aturan, Pjs. Kades
diminta mempersiapkan
Musdes. Untuk pemilihan
Kades definitif atau PAW
nantinya ada di rentang
waktu selama enam bulan
ini,” katanya.
Ditambahkannya, dengan
hal ini juga menjadi pelaja-
ran penting. Untukitu, Ferry
mengimbau kepada Kades
di jajarannya, agar dapat
mengelola DD sebagaimana

.mestinya, sesuai dengan

aturan perundang-undan-

. ganyangada. Jangan sampai

menambah daftar Kades
yang terjerat kasus hukum.
“Kalau sesuai aturan pasti
tidak akan menimbulkan
masalah,” ucap Ferry.
Sekedar mengulas, Mary-
ono sebelumnya didakwa
telah menyebabkan keru-
gian negara mencapai Rp
132 juta melalui pengelo-
laan DD tahun anggaran
2017-2018. Yang bersangku-
tan tidak mampu mengem-
balikan kerugian negara, se-
hingga harus melalui proses
hukum untuk mempertang-
gungjawabkan perbuatan-

nya. (vla)



